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KINERJA DPRID DALAM MELAKSANAKAN KEKUASAAN LEGISLASI
DALAM KAITANNYA DENGAN UU NO 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR,
DPR,DPD DAN DPRD DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Study di DPRD Kab 1.ahat)

Deh @ H. Niko Pransisco, 5H, MH’

Abstrak

Sgsr.rar' dengan UL mo 17 tahus 2004 OPRD Kobuparen Lakar sefobn Lembaga Legislarif
mempurryai  fumgel Legislusi, Sudgenng dan Costroding.  Fuwgsl  Legeslasi DPRD selaku
“pemibeat ", Perboahus dan peratus sebwah produk hukem yang berupe Peraturan Doerah, dimang
Peraturan Dacrak akan menfad) dasar herkehidupan masyarakar, Faktor Transparanst dan komival
publit terhadap fungsi legesiosi DPRD menfadi penting dalom ratipha  wenciplakon. sistem
pemerinlafian yaag baik of daerah. Dalam fungst Legeslasinva DFRD tidak dapar o Diovkan
herfalan sendinl tanpa kantrod, perting dibuka pinte akses pubit ferfadap permibuaraon Perafuran
Draerakh.

Kata Kunci : Kinerja DPRDY, Kekuasaan Legeslasi

Abstrace

In accordance with Law Nao, I7 of 2004 Parlicment Lahar as the Lagrisfoture has the finction of
legislation, Bwdgeling amd Controffimg. Parfiamem Legeslayi fimetion ax “maker®, oritlc
breaker of a legal product in the fomm of regional regidations, which will be the basiz af the
Regional Regulation Bahemian society. Factors Transpavency and public control of the functioning
of Paviimmient legeslas] be importont {n ovder fo creale e sysiem of good governance in the reglan.
In Parligment Legeslasinya function can nat let it vun iself withour comtrol, an important apen doar
af puhlic gecess fo the mamyfacture of regional regulation

Keywards: Performance Council, Power Legeslasi

A. PENDAHULUAN

Salah satu perubahen yang merupaboan
hasil dan gerakan menentang orde bar adalah
perubahan terhadap sistem pemerintahan dae-
reh, sistem pemerintahan daeral pasca refor-
masi mengalami babak baru yang lebih mem-
benkan harapan bagl terwujudnya keadilan
dan pemeratazn bagl masyarakat, Dengan di-
berlakukannya UL Mo, 22 dan 25 tshun 1999
tentang  Pemerintahan Deerah dan Peomba-
ngan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang
izfah diganti dengan UL Wo. 32 dan 33 @mhun
200,

Undang-Undang tersebut telah melim-
pahkan keloosznn baik secarn politik moupun
sccara administratif kepada daerah untuk me-
nyvelenggeran kewenangan sesuai dengan pra- nomi Daerah™ Dewan Perwakilan Rakyat Dae-
karse dan inisiatif masyarakat di daerah selain reb DPRD mampu meningkatkan peran pem-

' Anggon DPRD Kabupaten Lahat Pericde 2004-2019 / Mahssiswn Program Doktor [ma Hukum (53] Universitas
Berobudur Jakeria

6 (cnom) kewenangan yong masih menjadi ke-
wenangan pemeriniah pusat antars loin politk
luar negert, moneter dan fiscal nasional, aga-
ma, perishanan, keamanan, dan vudisial, Pe-
limpahan kewenumyan mleh yang kita nama-
kan dengan “otoncmi dacrah®. Pelimpahan itu
secara atomatis (ugs memindahkan fokus poli-
tik ke deernh karena pusat kekuasaan tidak ha-
nya dimomopoli aleh pemerintah pusat seperts
di ern sentralisasi namun felah terdistribusi ke
daerah.

Pelimpahan kewenangin it disertal pula
dengan pemberion kekuasaan yang lebih besar
bagi Dewan Perwakilan Rekyvat/DPRD dalam
menjalankon fungri fepivas), Budeering dan
Cortrofing. Karena diliaropkan dengan “(Mo-
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buatan persturan daerab yong sesuil dengan
kebutuhan hukum masyarakat i dacrah.

Namun demikian proses transisi menuju
perilaku kelouasann yang transparan, partisipa-
oif dan skuntabel dalam menjalankan kekua-
gaan membuubkan instnomen dan instrumen
vang paling tepat untuk mewojudkon peraba-
han 1tu adalah hukum sebagaimana pendapat
Roscoe Pouend Law v a tool of Social engi-
neerinmg. Apabila kita menempatkan hukum
sehagai alat rekayess sosiol moks tak pelak
akan menepatkan peraturan perundang-unda-
ngan pads posisi yung sangst penting dalom
mengatur (e kekuasasn maupun masyarakai,
Dalam hal ini peranan hukum tertulis di ting-
kat dacrah atau Perda menjadi sangst penting.
Penggunaan hukum tertulis schagai alat reka-
wasa sosial npinpaknyva sudah mengadi cin dan
negara hukum modern’,

Transist i tinghat deerah sehonsnya di-
prakarsai oleh Dewan Perwakilan Kakyat Dae-
reh {DFRDY) melaw penyusunen Peraturan Da-
erah yang berorientasi terutama untuk melaku-
kan perubahan terhadap sisiem ponyclenggara-
an pemerintihan daersh yang trensporan, a-
kuntabel dan partisipatif serta melindungi po-
tensi dan kearifan local (Local Wisdomi vang
ada didaerahnva,

Dewan Perwakilan Rakwat di Daerah
(DPRDY berdasarkan UL No, 17 mhun 2014
tentang MFPR. DFR, DPD Dan DPRD dan UU
Mo, 32 tohun 2004 tentang Pemerintahan Dae-
rah tefzh memberikon kekuasaon membuoat Pe-
raturan Dwerah (Perda) kepada Diewan Perwa-
kilam Rakvai (DPRD) sebagaimana vang din-
manahkan dalam kab Koriga Pasal 77 tentang
Fungsi DPRD vaitm “DPRD Kebupaten/Koa
mempunyvai fungsi;

i Lemslasi;
b Anggaran; dan
€. Pengmwasan,

Dalam UL No. 32 whun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah dalam pasal 41 “DPRD
memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pe-
ngawasan” . Dran Pasal 42 vang berbunyi
DFRD mempunyai tugas dan wewenang |

a. Membentuk peruturan deerah vang di-
bahas dengan bupati’walikota  wamk
mendapat persctijuan bersama;

b. Menetaplan APBD Kabupaten/Kata
bersama-sama dengan bupati/walikot;

c. Mecleksanakan pengawasan ierhadap

pelaksanan peraturan dacrah dan pera-
furin perundang-undangan lainnya, ke-
prlusan bupatiswalikota, AFBD, kebi-
fakan pemerintnh dacrah dalam melak-
sanekan program pembangunan daerah,
ifnn kerjnsema infernasional di daerah.
d. Mengusulkan pengangkatan dan pem-
berhentian bupatifwakil bupati stsy wa-
lkot wakil walikntn kepada Menter
Datam Meperi melalui gubernur;
¢. Memberikan pendapat dan pertimba-
ngai kepada pemenniah daerah Kabu-
palen/Fones terhadap rencana perjanjian
imicrmasional vang menyangkut kepen-
tingan daerwh; dan
£ Menunin laporan keterangan pertang-
gungiswaban  bupati‘walikold  dalam
pelaksonasn tigas desentralisasi.
Mamun perpeseran bekuasan legislasi di
daorsh dari ckselonnif kepads lemislotive terse-
bul belum diserisi dengan peningkatan pro-
dukuititas DFED dalum memproduk Peraturan
Daerah yang berassl dan inisiatif DPRD, ity-
lah yang sclama ini terjadi di di DPRD Kabu-
paten Laha Rancangan Peraturan Decrah Ka-
bupaten Lahot masih totap lebih banyak bers-
sal dari eksckutif dari pada legislatif, lalu di-
muna letak urgensi dar pergeseran tersebut ka-
lau perpeseran it tidak dibarengi dengan pe-
ningkatan baik kualitas maupun kuantitas pe-
raturen dacrah dari inisianf DPRD,

B. Rumusan Masalah

I. Bagnimana pemahaman  anggota
DPRD terhrdap Lepeslasi ?

1. Bapamuna kincrja Dewan Perwakilan
Rakyir Paemah (DPRDY) Kabupaten La-
hat dalam mclaksapakan kekuasaan Le-
gislasi setelah berlakunya UL Mo, 22
tahun 1999 dan UL No. 32 ishun 2004
tenitang  Pemerinishan  Daerah, serta
ULl Nomor 17 Tahun 2014 7

3. Kendala-kendala apa saja yang mem-
pengirihi produktivitas DPFRD Kaba-
paten Lahat dalam memproduk Peratu-
ronl Daerah {Porda) ?

C. Pembahasan
I. Pemibaman DPRD Kabupaten Lahat

terhadap legislasi
Tuopgas dan Wewenang DPRD Kabupa-
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ten Lahat distur dalem Undang-Undang

Nomor 17 ahun 2014 wenang MPR, DPE,

DPFD Dan DPRD, Undang-undang Namaor

32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Dac-

rah, Pemsturun Pemerintah (PP) Nomor 25

tahun 2004 fentang Pedomusn Penyusuan

Tata tertib DPRD. Berdasarkan ketentuan

diztas DPRD mempiinyai tgas dan wewe-

nang.

a, Membeniuk Perda yang dibahns de-
ngan kepala dacrah untuk mendaput
persctujuan bersama;

b, Menempkan APMBD bersams dengan
kepala daemh;

¢, Melaksanakon pengowasin terhadag
pelaksanaan Perds dan peraturon per-
undang-undangan lainnya, kcputusan
kepala daerah, APBED, kebipskan peme-
rintah daerah dalam meleksanakan pra-
pram pembangunan daersh, dan kerja
saima internosional di daerah; kefasma
antar dacrah dan kerjasama dengan fi-
hak swastn;

d. Memberikan pendopat dan perimbas
ngan kepada pemerinteh dacrah terha-
dap rencand  perjinjian  intemasional
vang menyanglut kepentingan dacrah;

e, Mengusulkun pengangkatan don pem-
berhentian kepala dacrahfwakil kepala
daerah kepada Menteri Dalam Negeri
mmclalui Gubernur,

¢, Meminta leporan pertanggungjawaban
kepala daerah dalam penvelengparaan
desentralisasi;

Cralam kedudukannyn uniuk menja-
lankan fungsi legislasi DPRD Kabupaten
Lahat memegung keknasasn unmk moem-
benmuk pernturan dacrah, dimana usulan
mancangan peraturan dacrah tersebut dapat
berasal dan Kepala Daerah dan DPRD zen-
diri. Rancangan peramuran dacrah vang ber-
asal dari DPRD disampaikan secara mrulis
oleh pimpinan DFRD kepada pemerintah
doerah setelah schelumnys selambat-lam-
bamya 7 (wjub) ban sebelum mneangan
terscbut dibahas dalam rapat paripuma
DPRD, disampaikan dulu kepada seluruh
anggote DPRLD. Hazil ahir dar reocangan
peraturan dacrah ini adalah adanva perse-
tujusan bersama antura DPRD dan kepala
daerah atas rancangan vang dibuat,

Tahapan, proses dan materi dari Ke-
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pulusan DPRD Kabupaten Lahat memba-
wa kepadz pemahaman  pada  prosedur
yung horus dilalu dolam membuai don me-
ngusulkan peraturan daerah. Denpan pro-
se5  vang  demildan  Tersebul, tentunya
DPELY akan bekerja doy memproduk pera-
turan perundang-undangen dalam bentuk
PERID}A  ssbopgal  implemontasi  tuges
DPFRD,

Tidwk tergambar dengan jelas atas
uraian vang dirmaksud apakah PERDA it
harus sesnsi dengan kehendak masyucakat
Kibupaten Lahot, kereno umtuk mengota-
hui kehendak masyirakat diperfulan sepe-
ranghkat proses vang hamus dilalud, spakahk
meialui hearing, dialog, penggalian infor-
masi, termasul penelition, atag hanya cu-
kup membayungkan tentang kebutuhan
masvarakal ekon sebstanss vang hars dia-
tur delam PERDA. Kalao yang dimahsud
proses memahami semangnt masyarakat im
diwujudkan dalam bentuk hearing, dialog,
penggalian informasi, termasuk penelitinn,
maka skan ade scporangkat proses vang
akan dilakukan DPRD dalam pembuitan
pernturan . penmdang-undangan. Dan hal
ini akan ads proses pertangpung jawabin
nkademik dari yang telah dilnkukannyva
118

Menurui pengamaten penulis, Pera-
turan DPRD Kabupaten Lahat No. 07 ta-
hum 2000 tent@ng Tata teriib DPRD Kabu-
paten Lahat, hamyve mentransfier ketentuan
yang terdapat dalam Persturan Pemenintah
Momaor 16 @mhun 2010 eaang Pedoman
Pemyusuman Taub DPRED fanpa mampu
merumusken amran pelnksann vang berba-
sis- puda prinsp-pronsip keterbukaan dan
pelibatan masvarakat. Perumuzan Tata fer-
tib DPRD Kabupaten Lahat dalam proses-
tiva mengundang elemen masyvarakat untuk
dirmints musukin, namon dan sckian osu-
lan vong digjukan oleh ¢lemen masyamkat
tidak ada yvong diskomodir dalam tat ter-
tib DPRD Kabupaten Lahat, hal ind disam-
paikan oleh Nopr Adadi, SE, Sekreteris
KNP Kebupaien Lahat vang terlibat mem-
berikan masukan dalam pembahasan tata
tertib DPRD, menurinva @

“Ada beferapa masukan vang kita
sampaifan dafom pemwsanen Tar sertib
DPRD Kobuipaten Lahar owrara {oin ten-
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fang mekaniime peRyisina Pavela vorg
dalam seviap tahapan ada pelibatan ma-
svarakal terutana yeng akan WieRiTE S
savan dart Peraturan Daerah yang sedang
diagendakan dan memberikan jaminan hu-
kum bagl mayyarakar luas uniak menyam-
paikan drafi rancangan Pevaturan Dacrah
intsiatlf masvarakar kepada DPRD™

Memurut pengamatan penulls  s0ak
monopoli  kekuasaan daiem tata terib
DPRD sangat dominan, tata tertih DPRD
Kabupaten Lahat tidak memberikan ruang
bagi pelibatan publik dalam penyusunan
dan pengesahan rancangan Peraturan Dae-
rah hal ity bisa dilikat dan tdak sdanyn sa-
tu kalimatpun yang menjamin keterlibatan
publik dalam sctiap tahapan proses penge-
sahan peraturan dacrah, schingga kalau
mekanisme formel sebagaimana vang dia-
tur dalam tatib ini dijadikan pedoman se-
cara tekstual maka justru pelibatan publik
akan menjadi tertutup. Sehingga penting
untik  mengetahol  pemahaman  anggnia
DPRD Kabupaten Lahat tentang fungsi le
gislasi apakah hanya schatas formal-reks-
tual atau ada pemahaman yang lebih subs-
tansial,

Dari uraian responden tentang hasil
penelitian penulis sebagian besar anggota
DPRD Kabupaten Lahat memahami do-
ngan baik Legal Drafting melalui pelati-
han-pelatihen Legal Drafting baik yang di-
Inkukan di tinghkat pusal, propinsi maupun
Daerah, namun pemahaman tersebut belum
pemah teraplikasikan dalam pembuatan
suatu draft Rancangan Peraturan Daerah
inisiatif DPRD Kabupaten Lahot, Menurut
Ketun Komisi | DPRD Kabupaten Lahat
pemahaman anggota DPRD terhadep Tegal
Drafting didapatkan dan pelatihan-pelati-
han legal drafting yang diadakan di tingkat
daerah, propinsi maupun pusat namun be-
lum sampai pada taraf kemampuan teknis
pembuatan draf rancangan Peraturan Dae-
rah namun hanya schatas pads pemahaman
akan tahapan proses pembuatan Peraturan
Daerah,

Selain pemahaman anggota DPRD
Kabupaten Lahat tentang Legal Drafting
schatas demikian, pada umumnys anggola
DPRD Kabupaten Lahat belum memabami
semangat perubahan konstitusi yang telah

Ja

menggeser  kekuasaan  legislasi  kepada
lembaga Legislatif, bahkan terhadap per-
bahan konstitusi tersebul anggota DPRD
Kabupaien Lahat belum dzpat memaknai-
ny. Sehingga perubshan konstitusi yang
kemudian dikuti dengan perubehan bebe-
mpa pemiian perundang-undangan terse-
bul tidsk berdampak pada peningkatan
produktiviizs DPRD  dalam  memproduk
Rancang-n Peraturan Dacrah.

Terhadap isi vang seharusnya ada da-
lern Peraturan Draerah mayoritas angpois
DPRD Kabupaten Lahat mengatakan seha-
rusnya muatan yang terkandung didalam
Peraturan Daereh adalah tenfang Kepenti-
ngan Rakyst Sedangkan pemahnman ten-
tnng prinsip-prinsip penyusunan Peraturan
[Mwerah para anggota DPRD Kabupaten
Lahnt pads winumys memahami penyusu-
pan Peramran Dueeah cukup  dilakukan
oleh pera snggota DPRD Kebupaten Lahat
karesn mercka telnh mewakili rakyat. Ha-
nya schagan kecil saja yang memahami
bahwa Penyusunan Peraturan Daerah harus
melibatkan partisipasi masyarakat.

Dari hasil Penelitian penulis dapat
dikemabui bahwa tingkat pemahaman para
amggota DPRD Kabupaten Lahot terhadap
fungsi Legislasi berpengaruh terhadap pro-
dukiivitas DFRD Kabupaten Lahat dalam
melatirkan Rancangan Pemturan Daerah
yang berasal darl inisiatif DPRD Kabupa-
ten Loehat Sejak DPRD Eabupaten Lahat
periode 2008-2014 dilantik pada perienga-
han bulan agusms sampai har ini baru satu
kali mengajukan Rancangan Peraturan Da-
erah inisiatif deri DPRD Kabupaten Lahat

[Demikian jugn pemahaman para ang-
gota DPRD Kabupaten Lahat terhadap pe-
rubahzn kenstinosi yang telah menggeser
kekuasaan Legislasi kepada Lembaga Le-
gislatif sangat mempengaruhi inisiatif pe-
rubahan yang dimiliki cleh para anggota
DPRD Kabupaten Lahat. Sampai bari ini
peran anggota DPRD Kabupaten Lahat da-
fam pelaksanaan fungsi Legislasi tidak
ubahnya seperti yang pemah tegjadi di za-
man onde bary ketika belurn ada perubahan
konstitus] hanva  sebataz membahas  dan
mengesahkan Rancangan Peraturan Dae-
rad.

Para enggota DPRD Kabupaten La-
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hat pada umumnya memahami fungsi Pe-
ramuran Daerah henya sebutns uniuk me-
ngatur masyarakal Sedangkan fungsi stra-
tegis Ininnya misalnys fungsi perlindungan
terhadap hak-hak rakvat, fungsi perubahan
sozial dan fungsi pemberdavasn masyara-
kat hanya dipahami oleh minonitas anggota
DPRD Kabupaten Lahat Pernahamian de-
mikian menjadikan mayoritas Peraturan
Dagrah Kabupaten Lahat hanva dijadikan
scbagai legitimasi yuridis untuk melakukan
“Pungutan™ kepadia masvarakit atas nama
pajak dan retribusi. Sedangkan Persturan
Dacrah vang mempunyal orentasd membe-
rikan perlindungan terhadap hak-hak rak-
yat, memberdayakan masyarakat dan mels-
kukan perubeshan terhadap sistem pemerin-
tahan ke arah vang good governamce be-
lin dircspon secars  positif balk  oaleh
DPRD Kabupaien Lohat atwn Pemerintgh
Knbupaten Lahat, Bahkan usulan draft Pe-
rituran Dacrah dar kelompok-kelompok
masyarakar tidak mendapat respon secara
positif oleh para anggota DPRD dan Peme-
rinteh Kabupaten Lahat.

Pada umumnya mayoriles snggota
DPRD Kabupaten Lahat menjawsh balwa
scharusnya isi dari sustu rancangan Peramu-
ran Daerah adalah menyangkut Kepenti-
ngan rakyal namun ketiks memahzmi prin-
sip penyusunan Peraturan Daerah mayori-
tas anggota DPRD menjawab cukup disu-
sun oleh anggota DPRD, dengan beragam
alasan sebagion mengemukakan hahwa Pe-
myusunan Peraturan Diacrah oleh DPRED le-
bih efektif don efisien, sehagian lagi men-
jawab balwa DPRD sudah dipabih olch
rakyal untuk mewakill schingga sudah sah
apabhila DPFRD yang menyvusun Peraturan
Duaersh wmnpa keterlibstan rakyat. Pemakha-
man tenfang prinsip penyusunan Peratiran
Daerah sangat mempengaruhi isi dari suatu
Peraturan Daersh. Mahfude, MD menge-
mukakan tesisnya dalam bukunya “Palitik
Hukum Indonesia™ bahwa proses penyusu-
nen Peraturan Perundang-Undangan yang
tertutup akan melahircan produk hukum
yang “Represif”, sedangkan Proses Penyu-
sunan  Peraturan  Perundang-Undangan
yang terbukca dan partisipatif akan melghir-
kan produk hukum vang “responsif™ terha-
dap kepentingan Publik. Akibar pemaha-

a7
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man para wngeoty DPRD seperti paparan
diatas menyebabkan produk hukum berupa
Peraturan Daerah di Kabupaten Lahat lebih
banyak yang berkarakier “Represif™ hanya
schagai alat pemaksa kepatuhan publik da-
lirn hal melaksanakan kewajiban kepada
negam bukan dalam rangks melindungan
kepentingan publik. Proses penyusunan
Peraturan Dacral yang tertutup dan keter-
libatan publik selalu menghasilkan produk
hukum yang merugikan masyamkat.

Kingrjn Devwan Perwakilan Rakyvar Dae-
rah (DPRD) Kabupsten Lahat dalam
melaksanukan kekonsaan Legislasi sefes
lah berlnkunya UU No. 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan UU
Mo, 17 tahun 2004 tentang MPR, DPR,
DPD dan DPRD.

Belum adp standart boku menpensi
wkuran kinerja DPRD dalam melakzanakan
salah satu tugas dan fungsinya, yaitu fung-
si legislasi. Dimana legislasi i sendiri
adalah produk polittk yang menjadi pilihan
kebijakan dalam menentukan arah perms-
salahan kalou itu sudah dalam bentuk PER-
DA Eor Setiowati’ menyebut peraturan
perundang-umdangin sebagal dokuwmen ho-
kum ying meneikat pohlik dan institosi
suatu Negara. Dengan demikian peran pen-
ting peranean perindang-undangan adalah
dalam rangks membunt pola didalam ma-
syarakat, baik pola‘sistem itu akan menjadi
baik atau schaliknya. Persturun perundang-
undangan vang boik adalah vang mampu
membaca peruhahan-perubahan yang akan
terjudi, peraturan perundang-undnagin ter-
sebut harus responsif atas tuntutan masya-
rakal. Karcnn masyarakal yang nantinyd
akan dikenni dafom pengaturan itu, mbka
bagaimanapun juga semangatnyas harus se-
suni dengan kehendalk masyarekas.

Menorut A, Charisudin dalam maka-
lshnya vang berjudul Problematika DPRD
dalam penyusunin Peraturann Daernh. in-
dikator kineris DPRD dalam pelaksanaan
fungsi legislasi dapat dilihat dari 2 (dua)
hal yaitu : Produktivitas dalam menyusun
draft rancangan peraturan daerah dan Peli-
batan publik terutama yeng terkena dam-
pak dari peraturan yvang dinpendakan. Pro-
duktivitns menysngkut respon DPRD ter-
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hadap kebutuban bukum masysrakal veng
kemudian diwujudkan dalam beniuk drait
rancangan peraturan daerah yang menjadi
inisiatf DPRD dan keterlibatan publik me-
nyangkut isi dan Rancangan Peraturan
Daerah yang tidak boleh merugikan ma-
syarakal namun justtu hanss mampa men-
jamin pemenuhan hak-hak masyarakat.

Menunut pengamatan penniis dan ka-
sil wawancara mendalom dengan beberapa
anggota DPRD Kabupaten Lohat kesemua
Rancangan Peraturan Daerah Kebupaten
Lahat baik yang telah disahken maupim
vang sedang dalam proses pembabasan di
DPRD Kabupaten Lahat berasal dar imi-
siglil Pemerintah Kabupaten Loahai, bar
Satu Perdn yamg berzsal der  inisiabif
DPRD Kabupaten Lahat

Berkaitan dengan  keterlibazn  ma-
svarnknt dalam pembshasan Boncangan
Peraturan Daemah menurat hasil pemeiitian
penulis ads beberapa Rancangan Peraturan
Draerah yang dalam pembohasannnyi mali-
batkan masyarskat anfara fzin Poratursn
Daerah tentang Reiribusi Kios Terminal
yvang melibatkan pedageang kios dan Pe.
ngusahn bus,

Hal ini menonjukkan bahws DFRD
belum memaham dan memaknal semangal
dari perubahan konstitusional yang terjadi
pasca reformast melalul amasdemen TTUITY
1945 yang memberikan kekuasaan legisiasi
kepada Legislatif, Perubaban konstitusio-
nal tersebut belum mampu mendorong pro-
duktivitas DPRD Kabwpaten Lahot dudam
menggunakan hak inisiatifnya datam pem-
bustan Rancangan Peratiran Dacrah.

Sclam onggotn DPRD  Kabupaten
Lahat belum banyak mempunyal inisianf
dalam mengusulkon Rancangan Pesaturin
Daerah, inisiatif DPRD untuk mensosiali-
sasikan dan melibatkan partisipasi rakvat
dalam pembahasen Rancengan Feraturan
Daerah juga sangat minim, pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah  mavorias
tanpe proses sosialisasi dan keterlibatan
masyarakat yang kemudian berdampak pa-
da proses pembahasan Rancanpan Perati-
ran Draerah tanpa keterlibatan masyarakat,
Proses pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah tanpa keterlibatan masyarakat me-
nyebabkan produk Peraturan Dacrah yang

Rt

dikasilkan justru memimbulkan penolakan
besar-besaran di masyarakat. Peraturan da-
crah yang disusun tunpa melibatkan ma-
syarnknl juge berdampik pada “ketidaksu-
karclaan™ masysrakat dalam melaksanakan
kewupibannya, akhimya masyarakat melak-
sanakan kewajibannya hanya ksrens anca-
man sanksi bukon karena kesadaran hukum
masyarakai, kurena masyarakat tidak mera-
sa memiliki Peramran Daerah yang telah
dibuar. Akhimyve dalam kondizi demikian
gntara rakyar dan Negarn tertanam benih-
benih ketidakpuasan dan ketidakpercayaan
(krisis kepercayaan) yang suatn saat apabi-
I terskumulesi secara luas skan meledak
dan mepgalinncurkan sendi-sendi kehidu-
pan hernegara, Hal it terjadi karena Pe-
merinlah Kobupaten Lahat lebibh banyak
hamye menggunakan pendekaton tirani ke-
kupsann dalam pembahasan Rencangan Pe-
raturen Daerah tidek memposisikan Peratu-
mun Daerah scbagai wujud dari “Kontrak
Palitik™ antara rakyat dengan negara yeng
harus saling seimbang (Chels and Balan-
L,

Selain imisieil membuat Rancangan
Peraturen Daerah seria imisiatif mensosia-
lisastkan dan melibatkan rakyat dalam
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
yung belum banyak dimiliki oleh DPRD
Eabupaten Lahat, misiatif untuk memasuk-
kmn ide-ide pembaharoan sistem penye-
lengrarann pemeniniahan daerah ke dalam
Rancangsn Perateran Dacrah juga hampie-
hamper tidek dapar kita temukan, DPRD
Kabupaten Lahat hanya “menpamini™ sija
glur kepentingan yang dimasukkan oleh
Pemennmah Kabupaten Lahat dalam Ran-
cangan Peraturan Daerah yang dinjukan
vleh Pemenntah Kabupaten Lahat tanpa
ada inisiatil untuk mengisi ide-ide pemba-
haruan dalam Rancangan Peraturan Daerah
tersehut,

Sehinpga tidak menghersnkan bila
vang kite fihat bukan perkembangan yang
mengarah pade peningkatan kuefitas pela-
vanan publik namun jutrm di
bidang itu. Potensi-Potensi Komnpsi sema-
kin meluas dan kasus-kasus penyelewe-
ngen  kekunssan  semakin  bermunculan.
Mulai dari perciloan dalam rekruitemen
PNS yang dilakukan oleh orang dalam Pe-
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merintahan Kabupaten Lahar sampai tcamn-
saksi dengan menggadaikan kekuasazn ke-
pada Pengusaha.

3. Kendala-kendala wang mempenparuhi
produltivitas DPRD Kabupaten Lahat
dalam memproduk Persturan Daerah
(Perda).

Memurut hasil peneliian Penulis ada be-
berapa kendala yang mempengaruhi produk-
tivitas DPFRD dalam pembustan Rancangan
Pereturan Decrah, yasty ;

a.  Faktor individual.
|. kapasitas.

Hal ini terkail dengan kapasitas
anggota dewan yang dimoksud. [hma-
oa dan ke 45 apggota dewan vang adp
mayorites adelah punya pemahaman
dengan  berlatar  pendidikan  hukum
yang sangat minim, terlebih pemibuatan
produk hukum ssngst membumhkan
kecermatan dan kepiawaian sescorang
dalam membuat stursn vang akan
diterapkan pada skala pemeriniahan
daersh tersebut. Dengan kemampuan
yang munim tersebut dapai dilihat pada
produk vang diciptakanmya. Bagaimana
memproduk aturen yang efekiil dan
mempunyai daya efckdifitas vang dapai
memjawab kebutuhan masyarakat dac-
ral menjadi hal vang sulit ditemui.,

Tenmgkap berkaitan dengan ka-
pasitas anggots dewan ind dalam mem-
buat produk hukum schageimana di-
sampankan M. Anadi dengan mengaia-
kan :

“hafwa apa bisa mereka mem-
Bupar atran ki, Rolan gebelumma-
puin ia hamya berprofesi fedi fhu vk
fongpa afau ada (uga peRganggiran,
Bagaimana mungkin anggota DPRD
fersebul dapat memghasilan, apalogi
mempunyal  (eisianils wwiuk el
aturen yang betul-betwl dikarapkan
el mavvarakar.

Senada dengan yang disampailan
oleh M. Aradi® tersebut, Firdaus MN,
BE, menyebul bahwa terjadinya bebe-
rapa penolakan masyarakat terhadap
runcangan PERDIA karena DFPRILY tidak
mampu membaca realitas vang ber-
kembanp dimesyarskat karena minim-

58

1"-."

riks Pransises

nve pemahaman DPRD akan funpgsinya
untuk membuut aturan i sendiri,
Latar belakang

Selnin pada kapasitas, faktor latar
belakang keilmoan dan latar befaliang
pekeean memiadi  catadan tersendin
dalam melikat kendala DPRD Kabupa-
ten Lahat dalam melsksanakan fungsi
legislasinya

Dari 45 anggots DPRD Kabupa-
ten Lahat penode 2009-2014 yang ber-
lotar belakeng pendidikan hukum ka-
nya & arang.

Menjadi ironi manakala lembaga
yang berugas memproduk aran na-
mun diisi oleh orang-omng dengan pe-
ngnlamon minim dibidangnya. Tidak
heran ketika awuran yang dihasilkannya
banyuk vang berovientasi pada peme-
nubzn solusi pemerintahan yang odak
sistematis, Apafagl dari ke 45 anggota
DFRD tersebut ada veng beélum pemah
mengenvam  pendidikan  diperpursan
tinggi. Aken tecjadi pemaksaan ide ke-
tika kebuasasn legislos: dipegangmyn.
Kemeuan

Eapueirtas vang kurang dan latar
beiskang vang rendah schetulnya hi-
kan faktor wiama kendala DPRD Ka-
bapaten Lahat dalwm menjalankan ke-
kunsann legislasinys selama punya ke-
mauan yang tinggi untmk belajar dan
terus mieng wp grade din dengan infor-
masi vang selaiu terbarm. Namun domi-
kian harapan ini hanya tinggal harapan
mang kala dengsn kemampuan yang
minim tersebut tidak diimbangi dengan
kemavan belgjar vang tinggl demi pe-
lnksanasn mgas dan fungsinya.

Dalam forum forum penggalian
aspirasi dinmsyarakatpun, tidak jarang
proses yang dilakukannyi cenderung
sangal tertutup. Dengan indikasi selalu
vang dilibatkan adslah konsttuen ma-
sing-masing parigi. Hal ini dapar dilihat
dari daftar hadir dan undangan yeng di-
bunat zerta pengakuan orang-orang vane
dianggap kapable, tetapi tidak pemsh
dilibatkan proscs penpambilan keputu-

b1 118
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b, Faktor Institssional.

Selain faktor mvidual, yang menjadi

kendala bagi DPRD dalam memproduk
Rancangan Peratran Dagrah adalah fakior
instifusional. Faktor ini meliputi.

L

Kurang Produktifnya Badan Legisias
Daerah (BALEGDA)

Badan Lepislasi Dacrah yong sebénar-
nya telah diamunstkan oleh Undang-
Undang Momor 17 tahiun 2014 tenfung
MPR, DPE, DFD dan DPRD, namun
hal ini belum menjadi faktor penggerak
bagi munculnys produk hukum buatan
DPRD yang berkualitas, BALEGDA
dimahsudkan uniuk melak<anaksn pro-
yeksi dalam bidang perundang-unda-
ngan yang dibuat olel DPRD. D::ng_‘:m
kurang produkifaya BALEGIA  im
dipastikan pembuatan legsiasi di dae-
rah kurang terencana, lebih besproyeksi
hal-hal yang sifatnya jangka pendek.
Perda vang dihasilkannye pun tidak cu-
kup mampu menjankay kejadian-keja-
dian yang akan datang yang akan men-
jadi perhatian publik lugs.

Tidok punya data base permasalahon
pemeriniahan

DPRD Kabupaten Lahat tidak dileng-
kapi dengan seperanghkat data base pe-
merintahan, Hal ini diskui sendin oloh
ketun fraksi keadilan sejahrers;

“ladi tidak semus data yang kami bu-
tuhkan diberikannya seria meria pada
saat itu, sehingge kami harmus bekerja
dengan data vang minim, apalagi kalau
menyangkul permaslahan vang akan
dapat menununkan repulas dinas terse-
but. Tidak jarang data tersebut dike-
loarkan  setelah  lerungkap dimedia
missa”.

Bagaimans meu membuat produk hu-
kum yang berkualitss mana kala pra-
sarat untuk itu tidak terpenubi, Produk
hikum akan dihasilken dar proses
yang maksimal kalau data-data pendu-
kungnys juga cukup untuk melaksana-
kan proses pembuatannys. Untuk me-
nguji hasil tersebut cukup dengan mel:-
hat tahapan dan deta pendukung yang
diperiukan.

Budaya politik

Perilaku polittk DFRD yang merpa-

kan kendals ckstemal kerena hal terse-
but merupakan  perilaku yang sudab
menginstitusional di DPRD, Dengan
kondisl bodaya poliik demikian sulit
apabita oda anggora DPRD yang kemu-
dian punye inisissi untok melzkukan
upsva-upava  poliik vang techormat
menjadi tidak berdaya apa-gpa. Kelu-
han tentung budaya polik demikian
bunyak diungkap olch angeoia dewan
wang masih punya semangat tinggl un-
tuk terus melakukan upaya perubahan-
perubahan bagi Ingkungan DPFRD.
Tidak jarang mereka vang punya sema-
ngat idealisme yang tinggi, kemudian
harus kandas lantaran proses politik
menghendaki voting untuk  memutus
sebuah  permasalshan  vang berkem-
bang. Dan ceclakanya mayoritas yang
hedir dan tkut menentukan arah aalusi
permasalahan menjadi demikian tidak
simpetik dengan pilihan-pilihan politik
vang dibuatnya.

4. Pengaruh kekuatan polink {eksternal)
Kekuatan politik ekstemal vang paling
herpengaruh atas kualitas produk legis-
lasi DPRIY adalah pasar / pemodal, Di-
mitni peranan pasar ini dalam mengin-
tervensi proses pembuatan hukumnya
terletak pade korelasi produk hukum
ving dibuat dengan wama produk hus=
kum tersebut. Kekuatan pesar akan se-
laly mendorong wpava pembuatan hu-
kum yang berfihak padanys. Pada sant-
saat terientu, pasar akan memaksakan
koinginannye umink  twjuan  investasi
vang dijalankannyva.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan
Dari paparan peneliti tentang KI-

NERJA DPRD DALAM MELAKSANA-

KAN KEKUASAAN LEGISLASI { Study

di DPRD Kabupeten Lohat) dapnt disim-

pulkan beberzpa hal sebagai berikut,

i. Pemahamen DPFRD Kabupaten Lahat
techadep legislasi masih kurang meski-
pun sudah beberapa kali dilakukan pe-
Istihan-pelatihan Legal Drafting baik
yang dilakukan di tingkat puset, pro-
pinsi maupun Dagrah,



Perubahnn konstitusi yang kemudian
diikuti dengan perubakan beberapa pe-
ramran perundsng-undangan tidak ber-
dampak pade peninghatan produktivi-
tas DPRD dalam memproduk Ranca-
ngan Peraturan Dacrah,

. Kinerja Dowan Perwakilan Rakyat Da-
crah (DPRD) Kebuparen Lahar dalam
melaksanakan kckeazson Legisiasi se-
teleh berlakunya UL Moo 32 whun
2004 tentong Pemernmnighean Dasrah ti-
dak menunjukken mempunyal sema-
ngat perubahizn ke arah vang lehih baik
dan masa-masa schelwmmyva

DPRD Kabopaten Laehst selsin jarang
sokali menggunakan hak  nisiatf on-
tuk mengajukan rancangan Peraturan
Duerah, jugs tiduk mempunyai inisiatif
untuk menscsialisastkan dan melibat-
kan rakymt dalam proses pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah

DPFRD Kabupaten Lohat juga tidak me-
miliki ide-ide pembeharusn sistem pe-
nyclenggaraan pemerintahen ke arah
vang geod and clean governance yang
dapat di masukkan dalam setiap ranca-
ngan Peraturan Dacrab yung diajukan
oleh Eksekutif

Dalam Pembabazan Rancangan Peram-
ran Daersh, DFRD Ksbupaten Lahat
lebih banyvak hanya mengikutl skenano
kepentingan Pemeriniah Kabupasen La-
hat vang hanya imgin mendongkrak
Pendapatan Asli Dacrah (PAT) melabui
Peraturan Duerah tentang Pajak dan
Retribusi,

Faktor-faktor vang mempengarubi pro-
dukrivitas DIFRD Kabupaten Lahar da-
lam memproduk mncangean Pertturan
Daerah dapat dibag menjadi faktor -
dirvidual dan fakior instimsional,

Faktor mdvidual meliput, latar bela-
ki disiplin ilmu para anggota DPRD
Kabupaton Lakat yvang hanya 18% ber-
latur belakomg sarjana hukum dan latar
belakang pekerjaan mereka yang ma-
voritas orang-orang har vang belum
berpengalaman dalam pembuston Ban-
cangan Peraturan Daerah,

Faktor institusional meliputi, tidak ada-

oy perangkat pendokung vang bisa di-

Ktnerfa DFRD Dalor Melabmaokan Kekorssen Legicfasd ...

il

Nike Praveiveg

fungsikan untuk menyizpkan Ranca-
ngan Peraturan Dueroh, misalnys Staf
Ahli, Badan Legislasi dan peranghart di
Sekretaring Dewoan khosus untuk Legal
drafting

2. Saran

i

Untik  mieningkatan produktivitas
DPRD Kabuparten Lahat dalerm menga-
jukan Rancangan Pomturan Claerah
maka pemahaman anggota DPRD Ka-
bupaten Lahat teniang Legislasi horus
terus ditiogkatkan sampm pads tingkat
kemampuan dilam menilai kualites
Rancangen Peraturan Daersh berdasar-
kan kepenlingan masyamboal,

Unmk meningkatkan produksivitas
DPRD Kabupaten Eahat dalam me-
ngajukan Rencangsn Peraturan Dacsah
dapat dilakukan dengan membuast pe-
ranpkst pendukung, misalnva mem-
beniuk “Tim ahli Legislative Drafting™
atuy  bekerjasama  dengan  Porgunaan
Tingei dalam pembustan suate draft
Rancangan Peraiuran Daerab.

Untuk mendukung kinerja DPRD Ka-
bupaten Lahat dalam Pembuztan Ran-
cangan Peraturan Dacrah maka di Sek-
retariat Dewan perlu dibentuk perang-
kat teknis untuk monyusun Draft Ran-
cangan Peraturan Daerah,

Buodan Legistazi (BALEG) wang memn-
pakan amanah dan Undang-Undang
MNomaor 17 tahun 2014 tentang Susunn
dan  Eedudukan MPR/DPR/DPDY
DRFD Fropinst DPFRD Kabupaen®o-
ta harus segem  dioptimalkan oleh
DFRD Esbuparen Lahat

Program Legislasi Dacrah (Prolegda)
perle disdakan i DPRD Kabupaten
Luhat dengan membuka sehuas-seluas-
mya bagi rakyat vang ingin mengajukan
draf rancangan Peraturan Diacrah.
Tahapan Proses Pembahazan Rinco-
ngan Peraturan Deemh hars disosiali-
sasikun kepada masvarakar luas dan
terbuka bagi keterlibatan masyaraloat
uniuk memberikan masukan don usu-
lan.
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